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PUTUSAN
Nomor 223/Pdt.G/2024/MS.Str
pa gl Gl A aen
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah

memutus perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 34 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten
Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
XXXXXXX, umur 40 tahun, agama lIslam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dahulu
berdomisili di  Kampung XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah sekarang tidak
diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia.. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di
persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong, Nomor 223/Pdt.G/2024/MS.Str, telah mengajukan cerai gugat
terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten
XXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXX, tertanggal 14 Januari 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat
bersetatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kampung Lalang Gunung Melayu,
Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX selama kurang lebih 5 tahun
kemudian pindah ke Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,
Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah di karuniai 2
anak yang bernama :

1. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, pada
tanggal 30 Mei 2011 (sudah meninggal dunia);

2. XXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXX, lahir di XXXXXXX, pada
tanggal 22 September 2015, usia 8 tahun, pendidikan SD Kelas IlI,
pada saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal membina rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri
setelah itu pada tanggal 05 Juli 2017 Tergugat pergi dari rumah dengan
alasan ingin ke rumah teman Tergugat namun tidak pernah kembali lagi ke
kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah
bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat baik lahir dan bathin
sampai dengan sekarang dan sudah berjalan lebih kurang 7 tahun
lamanya;

5. Bahwa akibat Tergugat pergi dari kediaman bersama telah menelantaran
Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun bathin selama lebih kurang 7
tahun berturut-turut sehingga menimbulkan penderitaan bagi Penggugat
dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa Penggugat kelola
untuk memenuhi kebutuhan hidup;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat telah berusaha agar
Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak

membuahkan hasil;
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7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sudahlah cukup bukti kalau
Tergugat sudah melanggar poin 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) Sigat Taklik
Talak;

8. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sduah pernah dimediasi
oleh keluarga dan aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa akibat dari kepergian tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin dari
Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat
tidak ridha lagi bersuamikan dengan Tergugat dan Penggugat memutuskan
untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga
Redelong sebagai salah satu jalan mengakhiri hubungan suami istri antara
Penggugat dengan Tergugat dari pada penderitaan yang berkepanjangan ;

10.Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang
tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah
pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat
keterangan Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh reje Kampung
XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah , tertanggal 19
Juli 2024;

11.Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cg. Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat untuk hadir
di persidangan;

Bahwa Tergugat telah dipanggil menggunakan media massa oleh
karena keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi di seluruh Indonesia,
hal mana diperkuat dengan Surat Keterangan Reje Kampung XXXXXXX Nomor
XXXXXXXX;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim selama persidangan
berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali
sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin
melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan dengan perubahan
petitum angka 2 menjadi “Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
(XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

[. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah
tanggal 21 Maret 2023. Alat bukti tersebut telah diberi meterai,
dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan
diberi paraf P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX.

Alat bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen serta oleh Hakim
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telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi paraf P.2;
[I. Bukti Saksi
1. XXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan

XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di Sumatera Utara, kemudian terakhir menetap di
Kampung XXXXXXX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan
tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan

tidak pula mengirim nafkah untuk istri dan anak-anaknya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari

keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, Saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
menikabh;

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat mengambil kediaman di

Kampung XXXXXXX;

- Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis serta telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
tahun 2017;

- Bahwa Terguga pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah

kembali lagi untuk menjenguk istri dan anak-anaknya;
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- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Tergugat namun sampai saat ini tidak diketahui dimana Tergugat
berada;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti
lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam
surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan
Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim
dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan
antara orang-orang Yyang beragama islam dan perkawinannya dahulu
menggunakan cara-cara agama Islam, dengan demikian perkara ini menjadi
wewenang Peradilan Agama/Mahkamah Syariyah sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat
domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima,
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memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita telah memanggil Tergugat,
terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan
secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut dinilai
tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan
Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut
patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat
dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai
perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, nhamun dikarenakan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di
persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengubah petitum angka 2 yang
sebelumnya berbunyi “Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat terhadap
Penggugat dengan ‘iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) menjadi
“Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan

Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat
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adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 sampai
dengan sekarang dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan Penggugat
perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, maka harus dipastikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat minimal
dua tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah dan gugatan diterima
apabila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali ke
rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan
keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau
adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan
ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai
kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2)
RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari
kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg,
saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan
dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan
penduduk Kabupaten Bener Meriah, maka Penggugat berhak mengajukan
perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti otentik berupa kutipan akta

perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti
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bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah. Dengan
adanya fakta tersebut, Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan
perceraian ini ke Mahkamah Syar'iyah (persona standi in judicio) sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat
telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, hal ini berarti Tergugat telah
meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun. Begitupula berdasarkan dalil
Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama
ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada
Penggugat dan anaknya bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan
Penggugat oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir
batin karena dibilang Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat buktinya
masih terikat pernikahan dengan Tergugat, dibilang terikat pernikahan dengan
Tergugat tapi Tergugat sendiri tidak menunjukan kewajibannya sebagai suami
dan kepala rumah tangga selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut, bahkan
dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-haknya
terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan
Penggugat, dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah
wajib sebagai biaya hidup Penggugat selama ditinggalkan, Hakim menilai
perbuatan Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9
ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum
yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah
tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu
pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka

hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut
dihilangkan, Terkait hal tersebut Hakim sependapat dengan pendapat ahli
hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama
83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:
Tha ¥y mibai lgd adhy dgalg cpa g 3l shall G ylaad cpa (GOl AUl 2BLLY) jlia) 8
) o aSay ) lime el (Y o) e e Bysa gl el mual Cuag
laad) 7 55 ol alla 138 5 all il cpa s )
Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat
perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab
dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan
dengan semangat keadilan’.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, akan sulit
untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih
sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah
pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua
pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus
dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh
yang berbunyi sebagai berikut:

CJLAAJ\ &_ﬂ;‘_;:: (;AL\ KWREN e )R

Artinya: Menolak  kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan

(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan
adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum
Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di
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Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
dan wusaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan
Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum
nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat
yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan
pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara
Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama,
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar
putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 5 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh
Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 135/KMA/HK/05/11/2018 tanggal

13 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
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sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H.
sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Tergugat;

Panitera Sidang, Hakim,

Asep Riadi Suhara, S.H. Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
c. Redaksi : Rp. 10.000,00
Proses : Rp. 75.000,00
Panggilan . Rp. 400.000,00

4. Meterali : Rp. 10.000,00
Jumlah . Rp. 545.000,00
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